BAB IIT

PRLRBUATAN MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI

DILIHAT DARL SEGI KUHP

A. UNSUR - UNSUR MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRT YANG  DIK

KiNAKAN PIDANA.

Dalam suatu’perbuatan yang mengakibatkan terjadi

nya delik, meka itu haruslah mengandung unsur - unsur

yang melawan hukum. Baik unsur - unsur itu unsur

subyekti f maupun unsur obyekti f.

Adapun dalam hal ‘membujuk terdapat unsur - unsur

-5,'; g
sebagaimana tersebut diatas. Unsur - unsur dalam hal

membujuk itu antara lain :

Te

Dengan memakal salsh satu atau beberapa cara yang
disebut dalem Undang = Undang Pidana sengaja
membujuk ( mehgajak ) seseorang lain melakukan satu
perbuatan yang dilarang Undang - Undang Pidana.

Adanya kehendak pada yang melakukan ( yang dibujuk )
untuk melakukan perbuatan yang dilarang 7 Undang -
Undang Pidana itp, adalah akibat(bujukan dari vang
mgmbujuk, harus ada " Psychische Causalitet ".

Yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba
melaksanakan perbuatan ( yang dilarang oleh Undang -
Undang Pidana ) dan yang di#ehendakinya 1£u, tidak
1ah cukup ; haruslah yang dibujuk itu telah bér
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puat ( Utrecht, 1986 ¢ 43 ).

a.1. Dengan memakai salah satu atau beberapa cara yang

disebut dalam Undang - Undang Pidana

Pembujukan orang agar bunuh diri pada dasar
nya cara - ;aranya sama dengan pembujukan berbqat
pidana yang lain. Sebab dalam sebagianw negara -
negara tertentu ( misa;):rlnggris, Italia dan
Sudan ) menganégap bahwa bunuh diri adalah suatu

perbuatan pidana sebagalimana halnya Islam. Akan
tetapi di Indonesia sendiri tidak menganggap
punuh diri sebagai hal pidana?nlannesia meng
anggap bahwa bunuh diri bukan sebagai pidena

sehingga tidak dapat dihukum orang yang melakukan
nya, baik telah selesainya perbuatan tersebut

apalagl masih dalam percobaan.

Cara - cara pembujukan‘agar orang bunun diri
bi sa dikaitkan dengan pembujukan_perbuatan pidana
yang lain yaitu sesuai dengan pasal 55 ayat 1 sub
2 KUHP.

a, Pemberian atau janJi -~ Janji
Pemberian atau janji - aanji yang di jadi
kan alat untuk ngbujuk agar seseorang yang
laih melakukan bunuh dirihmerupakan salah satu

anasir cara - cara pembujukan diatas.



fils)

Oleh kerens pemberian atau janji - Janji me

upakan suatu dorongan agar seseorang & berani
I > B

melakukan suatu tindakan yang cdilareng oleh

Syara' atau hukum serta kondi si masyarakat

mengecamnya, maka perbuatan tersebut merupakan

syatu perbuatan yang sangat tercela dan pantas

- menerima hukuman,

Pemberian atau janji - Janji itu misalnya
dengan cara " apabila ia berani melakukan
bunuh diri, maka keluarganya akan . dipelihara
nya, anak - anaknya di sekolahkan dan sebagel

nya W o

}

J

Selain bentuk vang di atas pemberian Dbisa
juga berupa uang atau berupe harta  berharga,
misalnya " bila ia berani bunuh diri akan di
sershkan uang dan perhiasannys kepada keluarga

yang ditinggalkannya W

Jadi maksudnya adalah memberi atau men
janjikan parang, uang atau segala keuntungarn
yan; akan "diterima oleh orang yang dianjurkan
mel: kukan perbuatan pidana ( Hoeslan Saleh,
1987 ¢ 99 ).

Janji meliputi segala yang menimbulkan

kepercayaan kepada yang dibujuk akan memberi



keuntungan Kepadaanya, biarpun kepercayaan
tidak di dasarkan alasan - alasan yang kuat

atau meyerinkan ( Utrecht, 1986+ 51 ).

Keputusan ketua Pengadilen Negeri di

Bogor / vei 1938 menentukan, bahwa 'pembugukan

dengan kesanggupan u ah uang kepada seorang
-] OO o
perantara yang ia sendiri kemudian dengan

pengetahuannya pembujuk - telah membujuk kepada
orang lain untuk membunuh seseorang yang

tertentu itu di hukum sebagal pembujukan pads

kejashatan yang di terangkan dalam pasal 3LO
KUHP, dalam pasal 55 KUHP di ancam huluman

pada pembujukan pads suatu perbuatan dan hukan
pada orenss sehingga menurut hukum tidak men
Jadi. soal, oleh siapakah perbuatan yang telah
ai bujuk itu . dlakukan, jadi pembujukan pada
pembujukan itu “diperkenankan ( . R. Soesilo,
1991 : 78 ).

Salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh

Sebagaimana pemberian dan janji - janji,
salah hunggunakan kekuasasn atau pengaruh juga
merupaken salah satu anasir cara - Ccara pem
bujukan.

St
t

Snlah memakal kekuasaan menurut L echt

i
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selalu terjadi bernubung dengean adanya hubungan
dinas atau 4i esnt verband ( Utrecht, 1986 1 51).

[ RV

1.

hdanya hubungan dinas yaitu adenya Ke
cuasaan ( Yang disalah gunakan ). balam
keputusan HR tertanggal 6 Juni 1910, WNr 9045,
R memutuskan bahwa adanya penyalah gunaan.
rekuasaan apabila majikan memberi perintan
‘kﬁpuda‘pekcrja éupaya molakukan»guatu perbuwtsﬁ
sang Karena si fat, perbuatan itu ( pade umun
nve ) terlet ak dalam lingkungan pekerjaan
yong harus ¢ilekulen pekerja tersebut. X
+3 dak perlulab majikan mengeluarkan suatu
perintah yang hersi fat memakso ( tidek perlulah
majiken 1tu memaksa pekerjanya supayo pekerja
tersebut melakukan satu perbuatan tertentu )
( Utrecht, 1986 + 52 ).

Jadi kekuasaan itu tidak harus dari
jebatan negeri, blsa juga kekuasaan antara
napak éfjf:-.rx anak, majikan dan buruhnya. Pengaruh

iiu lodn dari pada kekuasaan, i s

uru terhadap muridnyé ( N. Soesilo,
a3 86 dan 1991 @ 75 .

1

laka mengenal kekuasaan tidak terlepas

daeyi " atusan ' dan ™ bawahan " atau " majiken"
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dan " pekerja " ( pegawal atau buruh ). Drs.

v Utrecht menyctakan 1 pubungan dinas

; 4 E 1h s iy ST PO
sesungéunnya leblh tepat " hubungan kerja .
R ot o= T 232 Mo o~ 5 1 =} T gy ey s 4
‘arena kata " dinas " seolah - olan berarti

jawatan pemerintah den Hoog Readpun perpendapat
dalem " hubungéan kerja " | Leden Marpaung,
1989 @ 104 ).

Untuk kesaiahan # membujuk ' itu adalah
sua.u syarat bahwa yang dibujuk itu tidak dapat
melepaskan diri dari tanggung jawal hukum. Yang
dibujuk itu harus masih dapat perfikir dan
nenimbang - nimbang untuk melakukan tidaknya
perbuatan 1Tu, ia harus dapat mengelakkan
pengaruh atasanya itu sebagai orang yang
mempunyai rasa tanggung Jjawab, namun meskl pun
demikien akhirnya ia melakukan Jjuga perbuatan
itu { Tresna, : 95 ).

Maka menyalah gunekan kekuasaan atau
nurtabat dimaksudkan dengan kekussaan balx yeng
nerdasarkan hulkum publik maupun hukum  privat.

vang pokok adalah bahwa hubungan kekuasaan 1tu

P

sungguh - sungguh ada pada saatl di lakukannya
perbuatan.

Kekerasan dan ancaman
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Kekerasan dan ancaman

vemakal kekerasan atou ancaman ini tidak
boleh &emikian‘besarnya, sehingga orang yvang
dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab
apebila demikiaﬁ halnya, maka ia tidak apat
dihukum karena " overmacht " dan hal ini tidak
masuk pembujukan ( uitlokking ) akan tetapl

suruh melakukan ( doenplagen Y (- Re Soesilo

1991 : 75 dan 1984 s 86 ).

Kekerasan adalah kekuatan fisik, yang

dalam hal ini membujuk ada batasnya, apabi la
suatu paksaan dilakukan begitu keras sehingge

yang, dipaksas menurut ukuran biasa, tidak dapat
melawoninya, maka dalam hal demikian tidaek aada
membu juk tetapi menyuruh melakukan ( doen plagen
( Utrecht, 1986 : 5L ).

s

Makas paksaan itu tidak sedemikian hebat

nya sehingga orang yang dipakse itu tidak dapat

berbuat apa - apa lagi, artinya kalau mau,
pasih saia i1a dapat mengadakan perlawanan

terhadep paksaan itu, namun meski pun demi Kian
i a melakuken jugsa perbuatan itu, maka terjadileh
kesalahan " membujuk dengan Jalan paksaan 4

( Tresna, 1991 @ 95
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Sedangkan ancaman adalan pakszan rohani
yang dalam nal membujuk ada hatasnya, yaltu
ratas semacam batas dalam hal kekerasan

( Utrecht, 1986 : 54 ).

Jadi memszkai kekerasan Juga dapat dalem
hal menyurui melakukan perbuatan pidana, beda
nya ade pada dapat dipidana atau tidaknya si
pembuat materiil saja. Jika si pembuat materiil
dapat dipidana, maka ada penganjuran sebaliknye
apabila si pembuat materiil tidak dapat di
pi dana, maka memakai kekerasan itu menimbulkan

pentuk penyertaan suruh melakukan { Koeslan

ot e OO
1, 1987 ¢ 99 ).

S ———
F1Du dayd

Tipu daya terjadl dalam hal pada seseorang

( yaﬁg'dibujuk ) ditimbulkan kecenderungarn -
kecenderungan untuk berbuat melanggar, di sebab
ran keterangan - keterangan palsu ( yang memn
beri gambaran salah tentang suatu keadaan )

yang oleh seorang yang lain ( yang  membujuk )

i sempai kan kepada orang itu. tndaikat:
kwetoerangan - keterangan palsu tersebut tidak
a1 sompaikan kepada yang dibujuk, maka yang

dibujuk tidak akan berbuat melanggsr 1iu.
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Keterangan - keterangan palsu itu menimbulkan
pada yang dibujuk raﬁa‘ixi hati, rasa takut,
rasa bencli, rass palas dendam, yang semuanysa

skan terjelma dalam satu perbuatan melanggar

( Leden Marpaungs 1989 : 106 ).

0leh karena itu tipu daya tidak boleh
demikian rupa, Sehingga yang dibujuk itu tidak
dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya
warena apabila demikian masuk pengertian suruh
melokucon ( doen plagen ) ( R. Soesilo, 1984

dan 1991 & 75 )*‘

1i tegaskan lagl bahwa tipu daya itu

hermaksud menimbulkan dorongan e dorongan
( motieven ) tertentu pada yang dibujuk, yaitu
menimbulkan alasen - alasan tertentu yang
menjadi sebab yang dibujuk itu pberbuat melanggar.
Jadi tidak dimaksud memperdayakan yang di bujuk
i tu mengenal salah satu unsur perisiiwa pidana

5

ying bersangkutan ( Utrecht, 1986 : 55 ).

vemberi keterangan, daya upaya dann kesempatan

Dimasukkannya tiga cara membu juk ini
dengan maksud untul mengurangi kesempatan
memakal beberapa cara - cara delik ( untuk

mengajak orang lain melakukan suatu delik )
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vang tidak termasuk penyebutan secara limitatif
cera - cara membujuk yang tercantum dalam
pasal 55 KUHP ( Utrecht, 1936 : 57 s

Maka apabila kKeterangan - keterangan yang

bersangkutan di sampaikan kepada pembuat pada

woktu sebelum pada pembuat itu timbul kehendak

untuk berbuat melanggar. Jadi keterangan -
keterangan yang bersangkutan itulah yang

menimbulkan pada pembuat kehendak untuk berbuat

]

‘melanggar, maka yang memberi keterangan -
) . A )

keterangan yang bersangkutan itu tidek d

dihukum karena membuat ( pasal 56 KUHP ) karena
" membantu " itu hanya bersifat memudahkan atau
melancarkan dilakukannya suatu delik dan tidak

persi fat menimbulkan kehendak untuk berbuat
elangar itu ( Utrecht, 1986 : 57 ).

Sehingga orang yang sengaja .. -~ memberi
keterangan dan gebagainya itulash yang mempunyeal

inisiatif untuk melakukan., Tindak pidana asal

nya bukan darl orang yang sengaja memberi kan
resempatan den sebagalnya, akan tetapi dari
orang lzin, ialah yang melakukan peri stiwa

sidena ( K. Soesilo, 1984 : 87 dan 1991 : 79 ).
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tertentu tetapi yang dibujuk tadi membu juk orang
lagi, maka yang membujuk pertama tidak dapsat
dihukum ( Leden Marpaung, 1989 : 102 ).

Kesengajaan disini adalah kesengajeaan dengan

maksud agar seseorang melakukan suatu perbuatan
yang dibujuknya. Menurut D. SIMONS bahwa dari
suatu motif itu timbullah maksud atau oogmerk

untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Apabila

wxini akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku itu

-

adalah dimaksu ukgn untuk memenuhi motlf yang telah

I

menggerakkan“pelaku tersebut untuk - melakukan
perbuatan, atau dengan perkataan lain, apabl La
pelaku itu telah melakukan perbuatannya Justru

memzwmﬁWQMmeﬁﬁmtymgzﬁh&mﬁﬂd, maka
tidak diragukan lagi bahwa ofzet itu telsh dituju

kan kepada akibat tersehot. Barang siapa terdorong

nleh rasa permusuhan telah memutuskan untuk
membuniuh seseorang dan dengan sengaja telah
melakukan sesuatu perbuatan untuk meloksanakar
ceoutusannya itu, yang kemudian ternyata telah

menyebabkan matinva orang tersebut, maka ia telah
menimbulkan akibat itu. Disini ofzet ( sengajs )
itu mempunyai sifat sebagail oogmerk atau maksud

( D. Simons dan Laminteng, 1992 : Thly = 245 ).
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Lpablla cara membujuk yang di pergunakan tidak
berpengaruh, yaitu ysang dibujuk tidak dapat diajak

me lakukan delik yang bersangkutan, meka terjadilah

nercobaan pembujuken ( poging uitlokking ) v ang
ti dak dapat dihukum menurut pasal 55 KUHP. Hda
juge kemungkinan bahwe cara membujuk yang
dipergunakan itu berpengaruh, yaitu pada yvang

dibujuk ditimbulkan atau diperkuat kehendak untuk
melakukan delik yang bersangkutan, tetapi pada

sknirnya vang dibujuk itu tidak meleksanakan  ape

143]

yang dil Ph@ﬂdﬂl nya atau ditengah usananya itu 1

atas kehenc akpv sendiri berhenti ( mengundurkan
diri ). Dalam hal ini terjadi pembujuken tanpe

Juga tidak dapat dihukum menurut pasal

55 KUHP ( Utrecht, 1986 : &0 ).

Misal ¢ ae!@orang membujuk agar orang lain menmn
vunuh diri, yang pada mulanya siterbujuk Juga
berkeinginan agar terlepas dari segale masalah

dengan cara menghi langkan diri deari kehidupan ini

( buanuh diri ), akan tetapi pada waktu akan
mﬁlaksanaﬁan punuh diri siterbujuk lantas sadar
atas keinginan sendiri mengurungkan perbuatan
tersebut. Maka pembujuk menurut pasal 55 KUHY

tidak dapat dihukum.
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Yang dibujuk telah berbuat perbuatan yang telah

dilarang Undang - Undang

Perlu ditegaskan bahwa pasal 52 KUHP (1) sub

n

2e perbicara tentang N OTENE YANE +.e.-00. SENgaja

membujuk untuk melaksanakan suatu perpuatan
Wo{feit) “. Jadl bukanlan orang yang dibujuk

( supaye melakukan suatu delik ) tetapi adalah

suatu peristiwa pidana yang dilakukan ( sebagei
skibat pembujukan ). Obyeknya bukanlah seorang
manusia‘yangwdibugpk (- supaya melakukan . suatu
delik }'tetaﬁi peristiwa pidane yang di lekukan,

( sebagal akibat bujukan ) ( Utrecht, 1986 : 61 ).

Jadi uitlokking hanyalah dapat dihukum bila
perbuatan tersebut telah menyebabkan di lakukannya
sesuatu Kéimhntan hingga selesai. Ataupun ia telah
menvebabkan dilakukannya suatu poging atau suatu

percobaan yang dapat dihukum ( D, Simons dan

Lamintang, 1992 : 338 )

Oleh sebab ltu harus ada perbuatan pelaksana

an kehendek yang ditimbulkan pa da yang - dibujuk.

Haruslah yvang dibujuk itu telah melaksanak atau
tclah mencoba melaksanaksn perbuatan yang ai
kehendakinya. Hanya ada satu kehendak pada yang

cibujuk itu,tidaklah cukup, harusleh yang dibujuk
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{4u telah berbuat ( Utrecht, 1986 + 61 ).

Jadi apablla yang dibujuk telah melakukan
perbuatan yang dapat dihukum, maka yang membu juk
Juga pertenggung jawab menurut hukum pidana.

Pembujuk bertanggung jawab menurut hukum

pldanz atas perbuatan - perbuatan yang di lakuken

nleh oreng yang dibujuknys yaitu bertanggung jawab
mepurut hukum pidanc atas perbuatan pembujukan

delik yang bersangkutan. Tetapi pertanggungan Jawab
nenirut hukum pidaha itu adalah terbatas. Ayat
‘ Q‘\ \‘ N - 1
2 pasal 95 KYHP, pidana menentukan bahwWa pembu juk

£

nenyve bertanggung jawab { menurut nukum pidana )

~tas perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh
yang dibujuk dan akibat - skibat dari padé '
perbuatan - perbuatan itu, yang dengan sengaje
aioujuk olen pembujuk ( Leden Marpaung, 1959

07 - 108 ).

1

Pada bunuh diri, pembuluk tidak dapat di
censkan hukuman bila orang yang dibujuk hanya atau
alken dan tidak benar - benar mati pada waktu  dia
melokukan bunuy diri skibat dari bujukan tersebut.
Seperti vang diterangkan oleh pasal 345 KUHP yaitu
bohwi oreng yeng bunuh dirl tidak diancam hukuman

akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong,
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dan sebagainya orang lain untuk bunuh diri, dapat
dikenakan pasal ini, asal orang itu betul - betul
bunuh diri ( mati ). Jika tidak atau betul  bunuh
diri tapi tidak mati ( percobaan ), orang yang
menghasut dan sebagainya itu tidek dapat  dihuxkum
( K. sSoesilo, 1992 + 243 ).
Piatas telah dijelaskan pahwa dalam hal membu Juk
¢iperluken cara - cara sehingga dapat dihukum menurut
nukum pidana positif., Cara - cara itu telah diterangkan

\

di atas besrrta unsur - unsur yanﬂ lain yang  terdapet

pada membujuk. N : " i ‘ x

Dasar peletakan hukumanpun b@rtol? pada unsur
cersebut diatas, lMaka seseorang yang tidak memenuili
unsur terseout diatas dalam hal mempujuk dia tidak

dapat dikenakan hukuman.

ANGAN PHAKTLSL HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBUJUK

JL“»)\”

ORANG LAIN AGAR BUNUH DIRT

Dalam hal ini perlu dikaji lebih dulu masa 1lah asas
kausalitas yaitu hubungan sebab dan akibat yang ai
timbulkan dari suatu perbuatan secseorang.

Hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemul
dalem setiap perbuatan ( peristiwa ) atau kejudian

dalam kehidupsn sehari - harl yang merupskan rangkalan



wehidupean manusia sebagai mahluk sosial. Namun demikian

rangkalan kxeaneka ragaman hubungan sebab dan
vang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah
menentukan mana yang menjedi sebab dan manéa

menjadi akibat ( Andi Hamzah, 1991 ¢ L5 ).
lam delik - delik yang di rumuskan secard

e

!

akibat
untuk

yang

materiil

14 situ ada keadaan tertentu yang dilarang, mil salnys

Anlam pembununan : adanya orang yang mati. untuk dapet

menuntut seseorang karena di sangka membikin mati A tadi

maké harQa dibuktiken bdhwa karena, kelakuan orang
i+g Laluif mbul akibdt, yaltu matlnya A, _ Jikgtﬂkam‘
demi ki an bahwé‘antara matinya A dan orang tadi h@rﬁs
sda hubungen kausal. Jadi jika hubungan kausa ini
dapat di tentukan, - maka dapat diterapkan pula matinyea

orang itu adalah karena kelakuan orang tadl
dia dapat dituntut dan di pertanggung Jjavabkan ke
SN

Juga dap

.+ dikatakan bahwa kelakuan orang tadi
musabab matinya A ( Moelyatno, 1995 @ 88 ).
Sebagaimana halnya membujuk seseorang agar

diri, maka dapat ditentukan bahwa akibal dari

e T I -~ |
senlngga

arenanya

menjadi

bunuh

pada

pembujukan itu -mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang

vang lain atau dapat dikatakan bahwez karena perbuatarn

nye dengan cara membujuk agar orang bunuh diri,

vang loin Jadi melakukan bunuh diri akibat dari

bujukan yang di peri kennya

seorang

e
Daicl

=



Dalam hubungan kausal ini ada bebérapa aspck vyang
cercantum, yaitu 3
1. Dalam menentukan ada tidaknya hubungan kausal harus
ikut dipertimbangkan secara hal ihwal dan keadaan,
bukan saja disekitar perbuatan dan adat yeng dipakai

nada saat sebelum terjadi akibat ( ante factum 1

tapi juga segals hal ihwal dan keadasan di sekitar
xorban yang bersangkutan yang diketahui setelah

jadinya akibeat.

o+
@
=
C e

%

2. Dalam’ mcmueru mbangkan ada tidsknya hubungan kausal’

Lemgdﬂ mengingat semua hal ihwal aan keadaan yang

dixamahux setelah terj adinya akibat, yang menentukan

nukanlan akal dan logika manusia pada umumny &
( de gemiddelde mens ) dan juga bukan akal dan

logika nakim yang memeriksa perkara, tapi skal dan

x,...x

ogika yang dicapai oleh ilmu pengetahuan yang
obyektif, yaitu para ahli dalam bidang pengetashuan
yang 351C'ngkutam dalam bentuk kesaksian shli.

3, Untuk keperluan hukum pidana tidak semua syarat -
syarat atzu faktor, tanpa akibat tidak dapat di
perankan &Kaﬁ terjadi, perlu ditinjau sebagel musabab
tapl hanya yang penting - penting saja. Adapun

ukuran yang digunakan dalam pemilikan ters ebut yaitu

sebagai beriknt

Musabab adal;h syarat atau faktor yang mengadakan
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perubehan dulam proses keadaan alam, yang menuju

kearahan akibat.

raktor perubahan yang menjadi musabab ticak selalu

perupa suatu perbuatan atau kejadlan ( kalau tidak

di timbulakan manusia ) tapl dapat Jjuga terdiri atus

gqua ateu lebin perbuatan atau kejadian ( Moelyatno,
1955 1 9 ).

Dari sini dapat ai temukan behwa dalam memandang

suatu tindakan vang berhubungan dengan pidana, makea

naruslah dicari faktor - faktor atau unsur - unsur dari
pade perbuatan itu dan syarat - syaratnya sehingga 12
dapat dikatakan sebageal perbuatan pidana.

Untuk mencari gyarat - syarat dan unsur - unsur
rersebut, maka diperlukan adanya pengetahuan tentang
adanya tujuan umdm dari pada praktisl hukum memberdian
nukuman pidana.

Tujuan qari pada hukum pidana : orang belum sama

jawabannyéa. sda yang mengataken pembalasan, tetapi ada

pule yang menyebut prevensl umuim, prevensl Khususs
menegakkan hukum, menyelesaikan gonflik -~ kontlik
membatasi dan menghindarkan " main hekim sendiri "

sepagal tujuan dari pada hukum pidand, baik sendiri -
{ri ateu beberapa nal tersebut tergabung perscma

sama ( Roeslan Saleh, 1988 ;3 13 ).
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ralcei si hucum akan dapat menyatakan bahwa perbuat

an itu termasuk perbuatan piden ateu tidak, maka dengsal

menyatekan sua tu perbuatan dapa 't dipidana, pembentuk
Undang - Undang memberi tehukan bahwa dia memandang
nerbuatan itu sebagai bersi fat melawan hukum, atau
untuk selanjutnya akan -dipandang sepertl demi kian.

Dipidananya sesuatu yang tidak bersi fat melawan hukum
+idak axan ada artinya ( Kutipan Roeslan Saleh, 1987

T b

Membujuk ( menghasut ) orang agar bunuh diri Dbila
dipandang dafi S@%i ;ydrmkat sebagal mahluk sosial
yang harus uolonr*.~— menolong dan menjaga kelesta?ian\
keamanan lingkungan merupakan suatu tindaksan yvang
sangat meresahkan dan mengganggu kesejahteraan dan
ketentraman masyarakat. sedangkan Undang - undang
sendiri =dalah untuk mencegah serta mengnlncarK%nA

masyarskat aari dua hal yang terseput diatas.

Keresahan dan ganvguan yang ditimbulkan inilan
perlu adanya suatu. aturan yang mengatur agar hal diatas
dapat terela kxkan dari kehidupan.

Ldapun unsur melawan hukum pada membujuk itu
adalah

1, Unsur subyektifnya ada lah sengaja

5

21om pasal 338 KUHP dinyatakan pahwo barang
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Py

1980 : 357 ).

L 2]
=

siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang
karena pembunuhan blasa, dipidana dengan pidana
penjara seloma - lemanya 15 tshun ( R. * ©Bugandhi,

Sengaja ( ofzet ) berarti kehendeak yang di
sadari yang QLtuJukan untuk melakuken GJ‘hutuﬂ

tertentu.
djkehendaki a
Orang va

seng 6“( o menyu

seseorang mel

sur subyekti

yaﬁg ditimbu 1

Atau dengan kata lain sen@aja sama dengan

tau diketshui ( Andi Hamzah, 1991 ¢ 84).

ng membujuk pada dasarmya die adalah
ruh melakukan ( menghasut ) agar

akukan bunuh diri.

N

i fnya yaitu 'pex rbuatan manusiea, akibat
kan, keadsan den ai fat melawen hukum

serta dapat dihukumnya perbuatan itu.

Seﬁagai weventuan, hal melakukan sesuatu atau
hal tidak melakukan sesuatu itu dapat dihukum,
dalam hubungannye dengan akibat yang di timbulkan

nleh tindakan - tindakan tersebut.

Lkibat tersebut dapat timbul getelah tindakan itu

dilekukan atau ia dapat pula dipisahkan oleh waktu

atsupun tempat. Ditinjau dari segl obyekti £, maka
tindakan dan akibat itu me rupakan dua unsur dari
strafbaarfeit ( D. Simons dan Lamintang, 1992



Dari ureian diatas dapat di katskan pula bahwa
melakukan sesuatu atau tidak melakukan -+ - gesuatu
merupakan suatu perbuatan manusia, dan di sebutkan
pula bahwa akibat dapat timbul setelah ada tindakan
stau perbustan manusia dan itu terjadi pada

keadaan -~ kcacdaan yang tertentu ( waktu dan tempat )

Kesemuanya itu merupakan unsur obyekti £ vang
mengaki batkan dinukumnya perbuatan tersebut, karena
terdapatnya si fat melawan huxkum berupa tindakan yang

perakibat pidana.

Praktisi hukum dalam memandang perbuatan mem
bujuk agar orang bunuh diri perlatar belakang  dari
pada unsur diatas, sehingga mereka menentukan bahwa
dalam kaitannya dengan kematian seseorang VUTE,
diakibatkan oleh suatu pembujukan, maka - diperlukan
suatu aturan vang menjaganya agar perbuatan terseout
jengan sampai diperbuat atau sudah diperbuat tapi

tidak sampai diualngi lagi.

"

ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP ORANG YANG MEMBUJUK: ORANG AGAR
BUNUH DIRL
Sebelum di bahas ancaman hukuman bsgi orang vang

membujuk, perlu adanya pembahasan tentang efekti fitas

sanksi hukuman tersebut.



n

Secara konvcnai&mal dapat diadakan pembeduan
antara sanksi positif yang merupakan imbalen dengan
sanksi negatif yang berupa hukuman. Dasar gagasan
tersebut adaleh, behwa subyek hukum akan memi lih
salsh satu dan menghindari yang lain. Kalangan hukum
lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan suatu

p@mderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmat

an, sehinggé akibat - akibatnya pada pelaku serta mexrta

J

aken menglkutinya ( Soerjono Soekanto, 1985 : 82-83 ).

Pade dasarnya sanksi diverikan karensa adanya
perbuatan yang melatar5belakanginyé, sehingga sanksi
tersebut timbul akibat perbuatan yang di lakukan

manusia itu.

Adapun pikiran orang mengenal pidane ( sanksi )
pada umumnya telah diakui asas : tidak dipildana jika

o,

+idsk ada kesalahan. Lan sebagal unsur dari keasalahan
aitegaskan pula tiﬁak hanya kesengajaan atau kealpaan,
tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini adalah
awmapmwﬁﬂ&mlwmm{dﬂﬁmh@@mgﬂ&madmxﬁﬁiﬁmm
hukum pidana harus memperhitungkan dengan perhati ~hati
sekali mengenal segli kejiwaan dari peda penjahat ini.
Manusia yang ' jshat " itu lalu berada di pusat
pernatian dari hukum pidsna. Ia diperhatikan ¢ ~ dengan

si fat kemanusiaannya yang paling khas sebagal manusia
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yang bertanggung jawab ( Roeslan Salen, 1988 : 113 ).

Disini dapat diberitahukan pertama - tama Centang
anggapan behwa hukuman i1tu harus mempunyal Kegunaan

untuk melindungi masyarsa kxat. Anggapan tersebut terutama

telah dikembangkan oleh madzhab antropologi kriminal
rang memendang kejahatan itu sebagal produk yang
mempunyai sifat alamiah dari pelakunya dan di.samping

itu juga dari keadsan - keadaan didalam masyarakatnya.
pengan menyampingkan dasar yang bersifat deterministis,

i

dan dengan mendasarkan diri pada pertanggung ~ jawab

1, mereke itu bera nggwpun dapat menemukan

kemasyarakat:

tujuan dan dasar nukum dari hukuman disalam perlindungan

masyarekat ternadap diserangnya sendi - sendi dasar
dari masyarakat terseput oleh kejshatan = kejanatan

dan oleh penjahat - penjahat, Mereka itu = -mencurahkan

perhatian terutama pada pribadi dird sipenjahat dan
menginginkan tindakan - tindakan penghukuman itu di

dasarken pada penggolongan. dari penjahat - penjanat

dalem berbagai golongan ( D, Simons dan lamintang,
1992 : 14 - 15 ).
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalezm

memberikan hukumen, maka haruslah diperhatikan :
- Unsur kesengajean atau kealpaan

- Porbuatan itu, apakah dapat dipertanggung Jawabkan



stau tidek dapat dipertanggung Jawabkean

- Pelsku itu seorang vang sudah dewasa atau masih
anak - anak

- Pelaku dalam meluksanakan tindakan kejahatar i Tu
sudah terbiasa atau masih baru melakukan

- ngkungan sipeleku kejahatan

- Tan unsur - unsur laln yang berkaitan dengan - . 2di

iﬂ@ﬁ%aﬁnya:&ﬁaﬁgikajahatan
Make' deari siui dapat ditentuken bahwa hukuman itu
perlu diterapkan pa 1da pelaskulatau ti&ak. Dalam  kaitan
nya denagn pembujukan orang agar bunuh diri, elemen

diatas juga sangat mempengaruhi dalam pemberi an hukuman.

Jika elemen sengaja, tanggung Jawab, dewasa, penjanat
sudah terbiasa melakukan dan lingkungan penjahat,

meka hukuman veng ade pada KUHP pasal 345 berlaku bagl
mereka vaitu hukuman penjara 4 tahun Jjika orang

tersebut jaal bunuh diri.

Aken tetapi jika unsur itu tidak terpenuhi, misal
varena kealpaan, Ttidak bisa dipertanggung Jawabkan,
lingkungan taat beragama, maka kemungkinan hukuman
yang ditérﬁma dapat dikurangi atau tidak akan dikenakan

jana karena noodwear ( keadaan terpaksa ).



